
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan tata
naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, telah dilakukan pengaturan melalui
Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, namun sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan saat ini, sehingga harus dilakukan
perubahan,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur,

b.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 176),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157),

7.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1),

8.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40
Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010
Nomor 40),

9.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2010
TENTANG KETENTUAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40
Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2010 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 21

Penulisan nama jabatan dan nama pejabat untuk Gubernur dan
Wakil Gubernur pada naskah dinas:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak
menggunakan gelar dengan menggunakan huruf kapital
seluruh kata: dan

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar dengan
menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata.

Penulisan nama jabatan dan nama pejabat selain yang dimaksud
pada ayat (1) menggunakan huruf kapital di awal kata dan untuk
nama pejabat menggunakan gelar, menyertakan nomor induk
pegawai serta pangkat.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
mengubah contoh penulisan nama jabatan dan nama pejabat pada
suatu naskah dinas sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

(3)

2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Kepala Biro menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

pp
» surat perintah,

nota dinas,
nota pengajuan konsep naskah dinas,
lembar disposisi,
telaahan staf,
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f. laporan, dan
g. daftar hadir.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.
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98903 2 009


